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Abstrak
Mengenyam pendidikan secara adil merupakan hak bagi semua manusia. Namun, penerapan tidak selalu merepresentasikan keadilan. Segregasi gender menjadi salah satu problematika dalam dunia pendidikan. Dimana pemisahan antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi tembok pembatas dalam proses pembelajaran. Meskipun akses terhadap pendidikan begitu luas, tidak menutup kemungkinan model segregasi gender ini masih melenggang. Model ini masih dapat dijumpai di beberapa  pondok pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang kuat. Pemisahan dapat terjadi  pada sebagian aktivitas belajar maupun keseluruhan aktivitas. Model ini  disinyalir dapat melanggengkan bias gender dan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung kaku. Pendidikan dengan nuansa responsif gender merupakan salah satu cara untuk memberikan ruang seluas-luasnya pada para peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang gender. Pembelajaran cenderung memberikan hak sepenuhnya dalam belajar dan memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mewujudkan nuansa pendidikan yang responsif gender. Metode yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  studi  kasus  yang  terjadi  di  beberapa  pondok  pesantren maupun sekolah berbasis agama yang kuat. Hasil penelitian menunjukan bahwa mewujudkan pendidikan yang kental akan nuansa responsif gender membutuhkan support dari semua lapisan masyarakat. Aspek kesadaran dan pemahaman terkait dengan kesetaraan gender adalah penting. Membentuk pembelajaran yang responsif gender dapat dilakukan dengan pendekatan maupun metode pengajaran yang bersifat kolaboratif (collaborative learning) yang menggandeng partisipasi baik laki-laki maupun perempuan.
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Latar Belakang
Pendidikan merupakan satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Ia hadir sebagai upaya untuk dapat mengembangkan budi pekerti luhur, mengaktifkan pikiran, menguatkan jasmani demi mewujudkan fitrahnya sebagai manusia. Pentingnya pendidikan juga agar manusia tidak terjerembab kelamnya kebodohan dan demi dapat menyemai kebermanfaatan seluas-luasnya pada bumi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, tidak pelak bahwa baik laki-laki maupun perempuan dengan bagaimana pun kondisinya, berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Demi dapat mewujudkan suatu pendidikan yang memadai, terdapat ragam model pembelajaran yang diterapkan. Salah satunya adalah segregasi gender dalam pendidikan. Segregasi gender pendidikan singkatnya merupakan suatu model pembelajaran dalam dunia pendidikan  yang  memisahkan  kelas  maupun aktivitas  secara keseluruhan  ke dalam dua

kelompok, yakni laki-laki dan perempuan (Rohmawati 2018). Seringnya praktik segregasi gender dalam pendidikan ini dijumpai dalam pondok pesantren maupun sekolah dengan basis agama yang ketat. Pemisahan tidak hanya terjadi dalam tempat tinggal, namun juga kelas hingga materi pelajaran (Muafiah, Realitas Segregasi Gender di Pesantren 2018).

Faktor agama adalah salah satu dalih yang melegitimasi adanya segregasi gender dalam pendidikan. Seperti dalam pondok pesantren yang memisahkan laki-laki dan perempuan agar memudahkan sistem pembelajaran dan mengontrol tata laku agar sesuai dengan tuntutan Islam. Ditakutkan nantinya jika tidak ada batas, akan terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan atau kerugian. Selain itu, segregasi dilakukan dengan sengaja sebab beberapa pondok pesantren mengikuti madzab dari para ulama fiqh yang termuat dalam kitab-kitab klasik yang menempatkan perempuan secara berbeda. Perempuan tidak dianjurkan untuk tampil di publik. Biarpun diharuskan tampil, maka hanya dalam satu komunitas perempuan saja (Triyoga 2016).

Model   satu   ini   sebenarnya   masih   menjadi   perdebatan   hangat   di   kalangan masyarakat. Bagi yang tidak setuju beranggapan bahwa model segregasi gender dalam pendidikan tanpa disadari dapat membentuk hubungan yang kaku antara laki-laki dan perempuan. Padahal, dalam kehidupan bermasyarakat laki-laki dan perempuan senantiasa membutuhkan satu sama lain dan hidup berkesalingan. Pun segregasi gender ini akan melanggengkan bias gender yang mana perempuan lebih banyak dirugikan. Seyogyanya, laki-laki dan perempuan mampu bertumbuh dengan baik dan berkompetisi dengan sehat. Dan hadirnya segregasi gender ini dapat membatasi ruang ekspresi mereka.

Melihat  realitas  yang  demikian,  pendidikan  semestinya  mampu  menghadirkan nuansa setara yang memberikan ruang seluas-luasnya tanpa pandang gender. Pendidikan berbasis responsif gender menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Responsif gender dalam   pendidikan   berarti   tidak   melakukan   pembatasan   maupun   pembedaan   atas perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak mereka memperoleh ilmu. Pembelajaran dengan basis responsif gender juga memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan (Wibowo 2010).

Kajian Pustaka a.   Gender
Istilah  gender  sebenarnya  tidak  begitu  familiar  dalam   masyarakat.  Kemungkinan besarnya karena istilah ini kerap disamaratakan dengan konsep seks. Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, pengertian seks lebih mengarah pada dua jenis kelamin manusia yang didasarkan pada kondisi biologis yang melekat. Sifatnya tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Seringnya konsep ini dikatakan sebagai ketentuan Tuhan. Sementara gender merupakan suatu sifat yang dilekatkan baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Oleh karena ini adalah konstruksi masyarakat,

maka gender sifatnya dapat dipertukarkan dan bukanlah suatu kodrat dari Tuhan (Fakih

2013).

Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender, mendefiniskan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi baik secara sosial dan kultural (Umar 2001). Berdasar pada pengertian di atas, yang termasuk gender seperti anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang rasional, kuat, tangguh. Sementara perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, penyayang dan lebih mengedepankan emosional. Padahal, ini hanya konstruk dan dapat dipertukarkan.

b.   Segregasi Gender dalam Pendidikan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), segregasi diartikan sebagai pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengecualian (Kbbi.kemdikbud.go.id n.d.). Maka segregasi gender khususnya dalam dunia pendidikan adalah suatu bentuk pemisahan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang tentu saja dilakukan secara sengaja. Evi Muafiah dalam disertasinya berjudul Segregasi Gender dalam Pendidikan di Pesantren, menyatakan bahwa segregasi gender yang difokuskan pada korpus pendidikan, mengarah pada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Pemisahan ini dengan dalih supaya tujuan pendidikan dapat secara benar mencetak manusia yang lebih baik dan memiliki  kualitas  (Muafiah,  Dalam  Disertasi:  Segregasi  Gender  dalam  Pendidikan  di Pesantren 2016).

C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, berupa studi kasus. Metode studi kasus merupakan bentuk analisis deskriptif dan eksploratif terkait perilaku maupun pengalaman, baik dari individu maupun kelompok. Studi kasus yang hendak ditekankan dalam penulisan ini yakni studi kasus yang terjadi di beberapa pondok pesantren maupun sekolah berbasis agama yang kuat.

Berangkat dari ragam sumber literature, kedua model lembaga pendidikan ini dikenal masih menerapkan model pembelajaran dengan sistem segregasi. Faktor agama dan   masih   kuatnya   kepercayaan   akan   konstruksi   masyarakat   terdahulu   terkait pembedaan laki-laki dan perempuan menjadi faktor dominan sistem segregasi tetap dijalankan.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi literature dari ragam sumber yang menyoal terkait dengan sistem segregasi  gender  dalam  pendidikan.  Studi  literature  merupakan  model  pencarian referensi yang relevan dengan topik yang diangkat. Studi literature didapat melalui buku, jurnal, artikel maupun situs-situs internet.

D. Hasil dan Pembahasan
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan hadir sebagai sarana membantu manusia untuk dapat mengembangkan kemampuan maupun potensi kemanusiaanya. Keberadaan lingkungan menjadi satu hal yang lekat dengan manusia. Sehingga, proses pendidikan akan senantiasa bersinggungan dengan lingkungan dan pada akhirnya secara timbal balik akan saling mempengaruhi (Hangestiningsih 2015).

Berangkat dari sini, tentu pendidikan semestinya hadir secara setara di hadapan manusia, terutama terkait bagaimana proses pendidikan tersebut dijalankan. Proses pendidikan melibatkan interaksi yang terjalin dengan baik. Kurikulum dan model sistem pembelajaran  yang  diterapkan  juga  turut  menjadi  poin  penting  dalam  menciptakan tujuan pendidikan yang dapat menyasar semua pihak.

Model Pembelajaran Sistem Segregasi Gender
Dalam proses pembelajarannya, pondok pesantren kental akan model segregasi gender. Seperti Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Wali Songo. Kedua pondok pesantren ini lekat akan model segregasi yang masih dijalankan hingga sekarang. Pemisahan terjadi dalam lingkungan fisik dan non-fisik. Pemisahan pada aspek fisik dilihat pada pembedaan lembaga pendidikan formal yang dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sementara pada aspek   non-fisik   termasuk   pada   asrama,   kelas   pembelajaran,   struktur   organisasi, kurikulum, struktur mata pelajaran, kegiatan ekstra dan guru serta cara mengajar.

Di Pondok Pesantren Darul Huda, bahkan penerapan segregasi menyeluruh di semua lembaga pendidikan naungannya. Lembaga pendidikan formal mencakup Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal meliputi  kegiatan  di  luar  pendidikan  formal  yang  diisi  dengan  pengajian  Al-Quran maupun kitab klasik. Pondok Pesantren Wali Songo juga terdiri atas lembaga formal dan non-formal. Pendidikan formal tingkat menengah di pondok dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki diberi nama Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah dan untuk perempuan diberi nama Tarbiyatul Mu’allimat Al-Islamiyah. Keduanya dikepalai oleh kepala sekolah yang berbeda. Model pembedaan ini sudah dijalankan bahkan sejak berdirinya pada tahun 1858 oleh KH. Moh. Thoyyib (Muafiah 2018, 1071).

Faktor agama merupakan salah satu yang mendasari masih diterapkannya model segregasi dalam pesantren. Term hijab dalam Al-Quran tepatnya yang termaktub dalam suart Al-Ahzab ayat 53, menjadi landasan penetapan kebijakan segregasi. Kata hijab dimaknai sebagai sesuatu tirai, penghalau maupun penyekat yang mengharuskan laki-laki dan perempuan memiliki sekat atau batasan saat berkomunikasi maupun bertemu secara langsung. Disinyalir berdasar pada ayat ini, dimaksudkan demi menjaga kesucian baik laki-laki maupun perempuan. Kitab Sulam al-Taqfiq juga turut melegitimasiny. Perbuatan

maksiat sekecil hanya lewat pandangan merupakan salah satu hal yang begitu ditekankan supaya tidak terjadi. Apalagi kebanyakan santri maupun murid berada dalam masa pubertas yang akan sangat rawan untuk melakukan tindakan maksiat terhadap lawan jenis (Muafiah 2018, 1075).

Sejalan dengan model segregasi yang diterapkan di pesantren, SMP Al-Falah Ketintang Surabaya menjadi salah satu sekolah berbasis agama yang juga menerapkan segregasi. Sekolah dengan desain dua lantai ini, menjadikan lantai satu diperuntukan untuk kelas laki-laki dan lantai dua untuk kelas perempuan. Sebagai satuan pendidikan, sistem pendidikan yang digunakan benar-benar terpisah dari sistem pendidikan sekolah regular.

Sistem segregasi yang diterapkan di SMP Al-Falah dinilai tepat sebagai bentuk tindakan preventif berupa interaksi negatif yang mewujud dalam perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja. Sistem segregasi yang diterapkan sebenarnya banyak dipengaruhi oleh  faktor agama. Tujuannya pun sebenarnya menekankan agar murid- murid terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Pun selain itu sistem ini menjadi standarisasi dalam upaya pengembangan sistem pembinaan akidah dan akhlak.

Selain  faktor  agama  yang  dominan,  alasan  lain  juga  terletak  pada  faktor psikologis. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang kelas dilihat tepat demi meningkatkan rasa percaya diri murid saat berbicara di depan kelas. Pemisahan dirasa   mampu   memberikan   ruang   bagi   tiap   individu   berekspresi   tanpa   takut ditertawakan maupun direndahkan oleh kawan lawan jenis (Subaidi 2019).

Membangun Pendidikan Bernuansa Responsif Gender
Pendidikan dengan nuansa responsif gender merupakan salah satu cara membentuk proses belajar mengajar yang ramah. Responsif gender dalam pendidikan, berarti menerapkan proses pembelajaran dengan memberikan perhatian secara adil baik bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Sekaligus turut memberikan sumbangsih pada tercapainya tujuan pendidikan, utamanya dalam proses internalisasi, apa  yang  baik  atau  tidak  untuk  dilakukan,  serta  menstansfer  nilai-nilai  kemanusiaan secara berimbang.

Nuansa responsif gender dapat dibentuk dengan memperhatikan keterjaminan akses terhadap pendidikan dilakukan dengan adil dan setara. Seperti misal dalam belajar soal keterampilan menjahit atau belajar soal teknik bermain sepak bola, maka baik laki- laki maupun perempuan, sama-sama diberikan akses belajar atau setidaknya mengetahui dasarnya, tanpa membedakan jenis kelamin. Begitu pula dengan memberikan pilihan seluas-luasnya bagi murid untuk memilih minat yang disukai tanpa memarginalkan salah satu jenis kelamin. Misal, tiada yang salah dengan laki-laki yang hendak menekuni bakat di bidang seni tari, atau murid perempuan yang hendak belajar soal robotika. Keterjaminan akses terhadap partisipasi peserta didik ini tentu harus dibarengi dengan

manfaat yang hendak dicapai, yakni memberikan akses pada partisipasi setiap murid untuk belajar.

Proses pembelajaran dengan responsif gender juga dibangun dengan mengedepankan  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  selama  belajar.  Para  peserta  didik dapat belajar secara aktif, menunjukkan kreatifitasnya dan membentuk suasana belajar yang  menyenangkan.  Selain  itu,  mereka  diberikan  kesempatan  untuk  belajar  secara efektif dan terbuka terhadap pengalaman diri maupun pengetahuan yang didapat. Tentu dengan tujuan saling belajar dan didukung dengan penyampaian yang baik tanpa diskriminasi. Misalkan ketika perempuan diberikan kesempatan membincang mengenai pengalaman  mereka  menstruasi  dan  pengetahuan  apa  yang  didapat  soal  menstruasi pada perempuan. Keterbukaan ini akan memberikan kesempatan adanya dialog terhadap pengalaman yang berbeda, serta mengharapkan adanya sikap yang baik terkait persoalan ini.

Laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kerap dikotak-kotakan, seperti laki- laki adalah sosok kuat, sementara perempuan adalah sosok lemah lembut. Dalam pendidikan dengan nuansa responsif gender, memahami bahwa mereka memiliki kesempatan memainkan perannya tanpa terkungkung oleh konstruksi masyarakat. Misalkan,  perempuan  berhak  memimpin  kelas,  tanpa  dibayang-bayangi  oleh pengkotakan  terhadap  perempuan  yang  menilainya  lebih  mengutamakan  perasaan hingga dirasa tidak pantas memimpin.

Demi membangun nuansa responsif gender, tentu peran tenaga pendidik dalam hal ini guru dan sejenisnya begitu penting. Tenaga pendidik diharapkan memiliki pemahaman akan kesetaraan gender, untuk dapat melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan yang ramah gender. Dalam mengajar, tenaga pendidik harus memastikan diri dapat memberikan keleluasaan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi. Tenaga pendidik hendaknya juga tidak melanggengkan pelabelan terhadap laki-laki maupun perempuan yang termanifestasi semisal lewat penggunaan bahasa atau percakapan.  Seperti  mengatakan  bahwa  laki-laki  memang  tidak  setekun  perempuan dalam mengerjakan sesuatu, atau mengatakan bahwa perempuan seharusnya tidak berteriak keras sama seperti laki-laki karena hal tersebut dinilai bertentang dengan keharusan pada diri perempuan. Selain itu, tenaga pendidik senantiasa memperhatikan jalannya proses belajar di kelas, dan memastikan tidak ada dominasi oleh salah satu jenis kelamin. Interaksi yang tercipta di kelas haruslah berjalan seimbang dengan mempertimbangkan bagaimana pendapat dari masing-masing murid tanpa membedakannya.

Tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengenai materi pembelajaran. Sebenarnya ini akan lebih mengarah pada peran pemerintah dalam menyediakan kurikulum  maupun bahan ajar berupa buku dan lain-lain. Pendidikan dengan nuansa responsif gender, hendaknya didukung dengan materi belajar yang bebas akan bentuk

stereotype gender tertentu atau melanggengkan bias gender. Misalkan buku yang memperlihatkan  pekerjaan  rumah  tangga  adalah  mutlak  kewajiban  perempuan,  atau laki-laki selalu dilekatkan dengan tanggung jawab besar seperti mencari nafkah. Bisa juga dengan selalu melekatkan laki-laki dan perempuan dengan suatu pekerjaan tertentu.

Sekolah  maupun  lembaga  pendidikan  lain  sejenisnya,  hendaknya  juga memberikan ruang dan fasilitas nyaman kepada para peserta didiknya. Seperti keterjaminan ruang laboratorium yang nyaman bagi laki-laki maupun perempuan, ketersediaan tempat ibadah yang sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Begitu pula dalam pembagian kelas maupun pembagian dalam kegiatan belajar yang hendaknya dilakukan dengan mencampur laki-laki dan perempuan. Hal ini akan memberikan kesempatan luas bagi tiap peserta didik berpartisipasi.

Demi mewujudkan pendidikan responsif gender untuk tidak lagi berkutat pada model pembelajaran dengan sistem segregasi, dapat dilakukan dengan menciptakan sekolah inklusi. Model sekolah inklusi secara otomatis akan menerapkan pendidikan inklusi. Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi merupakan satu model pendidikan yang diterapkan sekoah atau lembaga pendidikan yang mengakomodasi semua peserta didik  tanpa  memandang  kondisi  fisik,  sosial  emosional,  tingkat  intelektual  maupun kondisi lainnya (Tarmansyah 2007). Tepat saya kira jika sekolah mampu menerapkan pendidikan secara inklusi. Pembelajaran akan hadir tanpa pembedaan, termasuk pembedaan soal gender.

Pembelajaran di sekolah inklusi, nampak dalam setidaknya lima ciri khas atau profilnya. Pertama, pendidikan yang dilakukan secara inklusi berarti turut menciptakan, menjaga dan memelihara komunitas kelas supaya tetap hangat, dan ramah dengan kemajemukan. Di sini, peran guru menjadi dominan dalam menjamin peserta didik di kelas menjadi akrab dengan perbedaan satu sama lain, sekaligus sama-sama menghargai dan menjamin ruang yang aman selama proses belajar. Kedua, mengajar pada kelas yang heterogen akan memerlukan perubahan yang diimbangi dengan pelaksanaan kurikulum secara  mendasar  dan  terstruktur.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  buku  ajar  yang  ramah gender dan pendekatan pembelajaran yang tidak kaku dan mengedepankan kooperatif.

Ketiga, pendidikan inklusif mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Dalam hal ini, proses pembelajaran tidak berpusat hanya pada guru yang mengajar atau memberikan ilmu. Namun, proses pembelajaran akan melibatkan kerja sama  peserta didik untuk saling belajar dan mengajar. Para peserta didik tidak akan melihat suasana dalam kelas sebagai kompetisi, akan tetapi saling belajar satu sama lain. Keempat, pendidikan inklusi juga memberikan dorongan pada guru dan kelasnya secara kontinyu dan  menghapus hambatan  yang  berkaitan  dengan  isolasi profesi.  Hal ini  sebenarnya menekankan profesi guru yang begitu sentral dan hendaknya melakukan kolaborasi dan konsultasi dengan ragam profesi lain seperti para profesional. Tentu ini akan memberi perluasan wawasan dan pengetahuan bagi guru dan peserta didik. Kelima, pendidikan

inklusif senantiasa melibatkan peran orang tua. Maksudnya, partisipasi orang tua dalam pendidikan anaknya sangat diperlukan. Orang tua dapat dilibatkan dalam penyusunan program yang mampu menyasar setiap peserta didik (Suharni 2016).

Sekolah atau lembaga pendidikan lain sejenis yang inklusi, dilihat sebagai suatu institusi pendidikan yang ayom kepada keseluruhan peserta didik, tanpa memandang perbedaan. Artinya, sekolah memahami betul bagaimana tidak ada pembedaan kepada seluruh peserta didik. Mereka dipandang memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk belajar, berkreasi dan berinovasi. Mereka pun diberikan ruang yang nyaman dan aman untuk saling melakukan kerja sama dengan peserta didik lain dalam kegiatan belajar. Pun dengan selalu mengedepankan rasa saling menghargai dan memperlakukan sesamanya dengan baik.

E. Kesimpulan
Pendidikan sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia, semestinya hadir secara setara dan memberikan kontribusi pada pola pikir serta perilaku manusia  menjadi  lebih  baik.  Mewujudkan  pendidikan  dengan  manfaat  yang  bisa menyasar segenap pihak, memerlukan model pembelajaran yang mumpuni. Model segregasi gender menjadi salah satu model pembelajaran yang masih banyak diterapkan di beberapa lembaga pendidikan. Segregasi gender yang dirasa tepat demi mencegah perilaku menyimpang dari peserta didik, memudahkan pengawasan maupun membentuk pembelajaran yang fokus, nyatanya masih memiliki kekurangan. Seperti menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan kaku dan seakan melanggengkan adanya bias gender.

Model pembelajaran dengan nuansa responsif gender dan mengaplikasikannya dalam bentuk sekolah inklusi menjadi salah satu cara demi menciptakan pendidikan yang baik dan adil bagi laki-laki maupun perempuan dengan ragam gender yang berbeda. Nuansa responsif gender berarti menerapkan proses pembelajaran dengan memberikan perhatian secara adil baik bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan. Model ini memperhatikan betapa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama dalam mencecap pengetahuan dan bertumbuh bersama.

Dalam mewujudkan nuansa responsif gender, pemahaman terhadap kesetaraan gender itu begitu penting. Dari sinilah, maka akan membentuk pondasi yang kuat untuk menerapkan pendidikan dengan responsif gender. Laki-laki dan perempuan dalam proses belajar semestinya diletakkan pada posisi setara dan diberikan kesempatan sama untuk aktif  berpartisipasi  serta  mengekspresikan  dirinya  dengan  baik,  tanpa  takut didiskreditkan. Sekolah atau lembaga pendidikan sejenis juga menjadi wadah dimana para peserta didik belajar untuk kemudian dapat membaur dengan realita masyarakat yang heterogen. Sehingga, bentuk interaksi dan kerja sama langsung antara laki-laki dan perempuan begitu diperlukan agar tidak cenderung kaku. Namun, tetap dalam semangat saling memanusiakan dan menghormati antar sesama. Tentu demi mencapai semua ini, perlu adanya kesadaran, semangat dan kontribusi dari berbagai pihak.
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